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KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR 4% TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2021

Menimbang

Mengingat

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah serta untuk kelancaran pelaksanaannya
maka dipandang perlu dilakukan Penunjukan Pejabat
Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lima Puluh
Kota Tahun Anggaran 2021,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan
Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

Undang-Undang Nomeor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indenesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendaharawan serta Penyampaiannya;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
Tentang  Klasifikasi, Kodefikasi dan  Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6
Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-
2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun
2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15
Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2016 Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1

Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 1);

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 71 Tahun 2016
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Badan Keuangan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 86 Tahun
2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh
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15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2021
Tentang Pengeluaran Kas Daerah Mendahului Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
(Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021
Nomor 1);

16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2021
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

: Menunjuk Pejabat Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima
Puluh Kota Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan
Keputusan ini.

: Pejabat sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas
beban anggaran belanja;

b. Melaksanakan anggaran unit kerja Perangkat Daerah yang
dipimpinnya;

c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran; '

d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain
dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

€. .Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;

f. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit Kkerja yang
dipimpinnya; dan

g Melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya
berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna
anggaran.

: Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum

KESATU bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada
Pengguna Anggaran.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2021 dan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan
ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal &8 lanr 2021
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